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	A. Latar Belakang Masalah
	Setiap negara dunia tentu memiliki konstitusi dan undang-undang dasar negaranya sendiri yang mengatur. Kemunculan sebuah negara harus lekat dengan adanya konstitusi dan norma-norma yang mengatur di dalamnya untuk dijalankan oleh seluruh warga negara. ...
	Pada dasarnya dalam negara-negara di dunia ada dua bentuk sistem hukum yakni sistem hukum Common Law System (Anglo Saxon) dan Eropa Kotinental (Civil Law System). Dengan adanya dua bentuk mengenai hal itu, terdapat pembeda serta karakteristik yang etr...
	Apabila hanya membahas mengenai negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental maka, karakteristiknya bagi negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental seperti negara kita Indonesia, ada beberapa hal yang menjadi karakteristiknya seperti t...
	Sudah menjadi rahasia umum saat setiap orang membuka topik pembicaraan mengenai hak asasi manusia, mereka akan menegaskan mengenai perlindungan hak asasi manusia yang mana harus dijunjung tinggi. Negara Indonesia yang merupakan negara hukum wajib memb...
	Dalam negara hukum khususnya Indonesia, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia tanpa membedakan latar belakang, maka dari itu tak terkecuali warga negara mempunyai hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum (equality before the law). Masyar...
	Berdasarkan pertanyaan tersebut jawabannya hanya ada dua kemungkinan yaitu tidak menutup kemungkinan ada segelintir masyarakat yang sudah mengerti akan hukum, tetapi tetap membutuhkan bantuan seorang ahli di bidang hukum. Atau masyarakat yang memang b...
	Hal ini tentu memerlukan bantuan para profesi hukum, seperti halnya  terdapat suatu konflik hukum yang terjadi diantara dua orang bersengketa maka kedua orang tersebut harus diperlakukan sama dihadapan hakim (audi et alteram partem). Kembali lagi pers...
	Mengenai kehadiran peran para profesi hukum, maka profesi hukum adalah salah satu profesi yaang terkenal di Indonesia dari beberapa profesi lainnya seperti profesi arsitek, profesi entertrainer, profesi wiraushawan dan lain-lain. Untuk profesi hukum s...
	Berbicara mengenai profesi hukum salah satunya profesi advokat, terdapat dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merumuskan, bahwa "Advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar ...
	Profesi yang menyuguhkan jasa dalam bidang hukum, sehingga pada saat melaksanakan tugas dan fungsinya profesi advokat dapat berperan sebagai legal advice, pendamping atau sebagai kuasa hukum atas nama  klien yang meminta bantuan hukumnya atau advokat ...
	Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka peran dan fungsi Advokat berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat secara tegas menyatakan bahwa advokat berstatus sebaga...
	Dapat diyakini fungsi advokat untuk membela klien ialah menjunjung tinggi “Asas Praduga Tak Bersalah” yang diyakini sistem negara hukum kita. Pernyataan ini juga diperkuat dalam BAB IV Hak dan Kewajiban Advokat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 tahun 20...
	Karena seorang advokat mengabdikan dirinya kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat serta mempunyai kewajiban untuk menegakan hak-hak asasi manusia khusunya dalam memberikan bantuan hukum. Adanya kewajiban yang terdapat pada advokat dalam membe...
	Selain itu, advokat juga dapat diminta untuk memberikan bantuan hukum kepada klien yang membutuhkan oleh penegak hukum (kepolisian atau penyidik) sebagai salah satu bentuk pelaksanaan pemberian hak klien untuk mendapatkan pendampingan saat berhadapan ...
	Ternyata dalam realitanya terdapat kemungkinan bagi advokat yang bersangkutan tidak menjalankan amanah yang diberikan atas penunjukkan ataupun permintaan dalam pemberian bantuan hukum pada saat proses persidangan di pengadilan maupun di luar pengadila...
	Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya mengatur kewajiban pemberian bantuan hukum yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa:
	“dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang t...
	Dilanjutkan dengan ayat (2) berbunyi “setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.” juga belum ada mengatur mengenai ketidakhadiran advokat pada saat proses persidang...
	Sedangkan mengenai kewajiban advokat memberikan bantuan hukum diatur di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyatakan “advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”...
	Apabila advokat yang bersangkutan tidak menghadiri atau tidak melanjutkan mendampingi lagi pada saat proses persidangan, apakah ada sanksi terhadap advokat serta konsekuensi dengan keberlanjutan perkaranya? Maka dari itu penulis tertarik meneliti hal ...
	B. RUMUSAN MASALAH
	Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah dalam penulisan skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:
	C. TUJUAN DAN KEGUNAAN
	1. Tujuan Penelitian
	a. Untuk mengetahui pengaturan bagi adcokat yang sudah ditunjuk untuk memberikan bantuan hukum tapi tidak menghadiri dalam sidang pengadilan.
	b. Untuk mengetahui sanksi dan konsekuensi ketika dalam persidangan tidak dihadiri advokat yang ditunjuk untuk memberi bantuan hukum.
	2. Kegunaan Penelitian
	a. Sebagai salah satu sumbangan pemikiran akademik tentang bagaimana analisis yuridis terhadap peran advokat untuk memberi bantuan hukum dalam proses persidangan.
	b. Memberi bahan masukan bagi upaya untuk solusi penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan.
	D. METODE PENELITIAN
	1. Jenis Penelitian
	Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum ter...
	Adapun tipe-tipe penelitian yang terdapat di dalam hukum normatif yaitu: (a) asas-asas hukum, (b) sistematika hukum, (c) taraf sinkronisasi hukum, (d) sejarah hukum dan (e) perbandingan hukum.
	E. SISTEMATIKA PENULISAN
	Penulisan skripsi ini akan terdiri dari 4 (empat) bab yang masing- masing bab terdiri atas beberapa sub-sub bab yang berhubungan satu sama yang lainnya sehingga membentuk suatu uraian yang sistematis dalam satu kesatuan sebagai berikut:
	Di dalam Bab I tentang pendahuluan, di dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.
	Di dalam Bab II merupakan bab yang berisikan tinjauan pustaka pengertian dan dasar hukum profesi advokat, pengertian bantuan hukum oleh advokat dan penjelasan mengenai persidangan perkara pidana.
	Di dalam Bab III merupakan bab yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaturan bagi advokat yang sudah mendapat penunjukkan oleh kepolisisan untuk memberikan bantuan hukum tidak hadir dalam sidang pengadilan dan sanksi serta konseku...
	Di dalam Bab IV merupakan bab terakhir dari pembahasan yang berisikan beberapa kesimpulan dan saran terhadap pokok permasalahan.
	BAB II
	TINJAUAN PUSTAKA
	A.  Pengertian dan Dasar Hukum Profesi Advokat
	Istilah advokat telah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu, dijuluki sebagai officium nobile atau profesi yang mulia, sarat dengan idealism sebab mengabadikan dirinya kepada pentingan masyarakat, bukan kepada dirinya sendiri, membela masyarakat untuk m...
	Advokat dalam bahasa Inggris disebut dengan advocate adalah person who does this professionally in court of law, yang berarti seseorang yang berprofesi atau memiliki sebuah keahlian sebagai seorang ahli pada persidangan di pengadilan. Dalam bahasa Be...
	Yang mana di dalam bahasa Inggris semua kata tersebut merujuk pada profesi yang mewakili atau mendampingi pihak-pihak yang mencari keadilan. Dalam kamus hukum sendiri, pengertian advokat d iartikan sebagai pembela, seorang (ahli hukum) yang pekerjaa...
	Istilah kuasa hukum, pengacara bahkan juga sering disebut pembela yang mewakili atau mendampingi pihak-pihak yang mencari keadilan. Dalam bahasa Arab pengacara disebut mahami. Kata ini merupakan derivasi dari kata hima yaitu pembelaan yang dilakukan ...
	Pengertian advokat menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam pasal 1 ayat 1 dikatakan: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketent...
	Advokat harus berfungsi untuk melindungi hak-hak konstitusional setiap warga  negara  dan  juga  wajib  memberikan bantuan hukum bagi orang yang kurang atau tidak mampu dalam beracara di pengadilan baik diluar maupun di dalam. Dengan kata lain, advok...
	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 2 ayat (1) yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesinya Advokat yang dilaksana...
	B. Pengertian Bantuan Hukum Oleh Advokat
	Konsep dan ide bantuan hukum di Indonesia pada hakikatnya tidak terlepas dari arus perkembangan bantuan hukum yang terdapat dalam negara-negara yang telah maju. Memberikan suatu pengertian atau merumuskan suatu definisi terhadap bantuan hukum bukanla...
	Setiap warga negara berhak untuk memperoleh bantuan hukum untuk melindungi hak ekonomi, sosial budaya, sipil dan politik. Hak atas bantuan hukum ini berlaku bagi setiap individu tanpa membedakan latar belakang. Berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-un...
	Permaknaan dari kata bantuan hukum tidak dijelaskan tersendiri dalam KUHAP sebab makna dari bantuan hukum sendiri sudah dianggap jelas menampakkan arti serta hakikat yang tumbuuh di dalamnya. Apabila akan dirumuskan juga arti dari bantuan hukum sendi...
	Menurut Ahmad Santosa, aktivis senior bantuan hukum di Jakarta, beliau mengatakan bahwa bantuan hukum struktural dalam tahap selanjutnya dapat diturunkan kedalam 3 (tiga) aktifitas, yaitu:
	C. Persidangan Perkara Pidana
	Persidangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu dengan kata dasar sidang yang artinya pertemuan untuk membicarakan sesuatu; rapat: -- itu dihadiri oleh semua anggota; segenap anggota. Dimana persidangan yaitu terdapat tambahan kata "per" di awa...
	Secara terminologi pengertian dari kata persidangan adalah pengambilan keputusan yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan syarat-syarat tertentu.
	Sehingga pengertian persidangan suatu perkara adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara oleh Hakim/Majelis Hakim di dalam maupun di luar gedung Pengadilan termasuk juga dalam Persidangan secara elektronik. Selain itu menurut P...
	“Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.”
	Asas-asas yang tedapat di dalam persidangan perkara yang sebagaimana diatur di dalam Kitab Undnag-Undang Hukum Acara Pidan (KUHAP) ialah:
	1. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan
	Proses pemeriksan pada saat di pengadilan dilakukan secara langsung oleh hakim, makna langsung disini yakni langsung kepada dengan terdakwa dan para saksi. Pemeriksaan oleh hakim juga dilakukan secara lisan, maksud dari lisan disini, hakim langsung be...
	Dari asas langsung disini terdapt pengecualian yaitu kemungkinan putusan hakim yang dijatuhkan di sidang pengadilan tidak dihadiri oleh terdakwa yaitu disebut putusan verstek atau in absentia. Tetapi hal ini merupakan pengecualian dalam acara pemeriks...
	2. Asas Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, serta bebas, jujur dan tidak memihak.
	Sebagaimana termuat di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.” Dalam memberikan keputusan hakim harus bebas dari adanya campur...
	3. Asas Keterbukaan
	Asas Keterbukaan pada proses peradilan bertujuan guna untuk menjamin adanya objektivitas dari pemeriksaan itu sendiri.
	4. Asas Persamaan dimuka hukum (equality before the law)
	Pengertian dari persamaan di muka hukum yaitu adanya persamaan perlakuan dihdapan hukum, tidak mengadakan adanya pembedaan perlakuan. Setiap individu yang berhdapan dengan hukum diperlakukan sama dan memiliki kedudukan yang sama tanpa membeda-bedakan....
	Penjelasan mengenai pelimpahan perkara pidana terdapat dalam aturan Pasal 1 angka 7 KUHAP menyatakan bahwa penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan su...
	Setelah penuntutan dilanjutkan ke Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, tahap ini dimulai dengan pembukaan sidang pengadilan, diamana hakim memanggil terdakwa dan memeriksa identitas terdakwa dengan teliti. Tahapan persidangan perkara pidana diawali...
	a. Sidang pertama, Pembacaan Surat Dakwaan
	b. Sidang pertama, Pembacaan Surat Dakwaan
	c. Sidang kedua, Eksepsi (jika ada)
	d. Sidang ketiga, Tanggapan Penuntut Umum atas Eksepsi (hal ini terjadi apabila dalam bentuk tertulis)
	e. Sidang keempat, Putusan Sela
	f. Sidang kelima, Pembuktian (Pemeriksaan Alat Bukti dari Penuntut Umum)
	g. Sidang keenam, Pembuktian (Pemeriksaan Saksi atau Alat Bukti dari Penasihat Hukum)
	h. Sidang ketujuh, Pembacaan Surat Tuntutan (Requisitoir)
	i. Sidang kedelapan, Pembacaan Pembelaan (Pledoi)
	j. Sidang kesembilan, Pembacaan Tanggapan atas Pembelaan (Replik)
	k. Sidang kesepuluh, Pembacaan Jawaban atas Tanggapan Pembelaan (Duplik)
	l. Sidang kesebelas, Pembacaan Putusan Akhir oleh Majelis Hakim.
	Dari penjelasan diatas hanya menitikberatkan tidak didampinginya terdakwa oleh advokat pada saat tingkat penyidikan, tetapi tidak ada aturan mengenai apakah perkara dapat terus berjalan tanpa kehadiran seorang advokat untuk memberikan bantuan hukum di...
	Mengingat bahwa negara Indonesia menganut sistem negara hukum Eropa Kontinental, yang diketahui dimana Yurisprudensi tidak wajib dilaksanakan atau diikuti. Lalu bagaimana dengan akibat hukumnya, berdasarkan Pasal 56 KUHAP terdakwa yang berhak atas ban...
	Mengalisis dalam proses beracara berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa  wajib mendapatkan penasihat hukum atau advokat sebagaimana haknya sebagai terdakwa bedasarkan ketentuan Pasal 56 KUHAP, maka harusnya perkara dihentikan dan...
	Tetapi apabila dalam pelaksanaannya hakim tetap melanjutkan jalannya sidang perkara padahal hakim tahu terdakwa wajib di dampingi dan tidak segera menunjuk atau mempertegas advokat yang tidak berhadir untuk melanjutkan memberikan pendampingan atau tid...
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	Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum ter...
	Adapun tipe-tipe penelitian yang terdapat di dalam hukum normatif yaitu: (a) asas-asas hukum, (b) sistematika hukum, (c) taraf sinkronisasi hukum, (d) sejarah hukum dan (e) perbandingan hukum.
	E. SISTEMATIKA PENULISAN
	Penulisan skripsi ini akan terdiri dari 4 (empat) bab yang masing- masing bab terdiri atas beberapa sub-sub bab yang berhubungan satu sama yang lainnya sehingga membentuk suatu uraian yang sistematis dalam satu kesatuan sebagai berikut:
	Di dalam Bab I tentang pendahuluan, di dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.
	Di dalam Bab II merupakan bab yang berisikan tinjauan pustaka pengertian dan dasar hukum profesi advokat, pengertian bantuan hukum oleh advokat dan penjelasan mengenai persidangan perkara pidana.
	Di dalam Bab III merupakan bab yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaturan bagi advokat yang sudah mendapat penunjukkan oleh kepolisisan untuk memberikan bantuan hukum tidak hadir dalam sidang pengadilan dan sanksi serta konseku...
	Di dalam Bab IV merupakan bab terakhir dari pembahasan yang berisikan beberapa kesimpulan dan saran terhadap pokok permasalahan.
	BAB II
	TINJAUAN PUSTAKA
	A.  Pengertian dan Dasar Hukum Profesi Advokat
	Istilah advokat telah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu, dijuluki sebagai officium nobile atau profesi yang mulia, sarat dengan idealism sebab mengabadikan dirinya kepada pentingan masyarakat, bukan kepada dirinya sendiri, membela masyarakat untuk m...
	Advokat dalam bahasa Inggris disebut dengan advocate adalah person who does this professionally in court of law, yang berarti seseorang yang berprofesi atau memiliki sebuah keahlian sebagai seorang ahli pada persidangan di pengadilan. Dalam bahasa Be...
	Yang mana di dalam bahasa Inggris semua kata tersebut merujuk pada profesi yang mewakili atau mendampingi pihak-pihak yang mencari keadilan. Dalam kamus hukum sendiri, pengertian advokat d iartikan sebagai pembela, seorang (ahli hukum) yang pekerjaa...
	Istilah kuasa hukum, pengacara bahkan juga sering disebut pembela yang mewakili atau mendampingi pihak-pihak yang mencari keadilan. Dalam bahasa Arab pengacara disebut mahami. Kata ini merupakan derivasi dari kata hima yaitu pembelaan yang dilakukan ...
	Pengertian advokat menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam pasal 1 ayat 1 dikatakan: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketent...
	Advokat harus berfungsi untuk melindungi hak-hak konstitusional setiap warga  negara  dan  juga  wajib  memberikan bantuan hukum bagi orang yang kurang atau tidak mampu dalam beracara di pengadilan baik diluar maupun di dalam. Dengan kata lain, advok...
	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 2 ayat (1) yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesinya Advokat yang dilaksana...
	B. Pengertian Bantuan Hukum Oleh Advokat
	Konsep dan ide bantuan hukum di Indonesia pada hakikatnya tidak terlepas dari arus perkembangan bantuan hukum yang terdapat dalam negara-negara yang telah maju. Memberikan suatu pengertian atau merumuskan suatu definisi terhadap bantuan hukum bukanla...
	Setiap warga negara berhak untuk memperoleh bantuan hukum untuk melindungi hak ekonomi, sosial budaya, sipil dan politik. Hak atas bantuan hukum ini berlaku bagi setiap individu tanpa membedakan latar belakang. Berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-un...
	Permaknaan dari kata bantuan hukum tidak dijelaskan tersendiri dalam KUHAP sebab makna dari bantuan hukum sendiri sudah dianggap jelas menampakkan arti serta hakikat yang tumbuuh di dalamnya. Apabila akan dirumuskan juga arti dari bantuan hukum sendi...
	Menurut Ahmad Santosa, aktivis senior bantuan hukum di Jakarta, beliau mengatakan bahwa bantuan hukum struktural dalam tahap selanjutnya dapat diturunkan kedalam 3 (tiga) aktifitas, yaitu:
	C. Persidangan Perkara Pidana
	Persidangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu dengan kata dasar sidang yang artinya pertemuan untuk membicarakan sesuatu; rapat: -- itu dihadiri oleh semua anggota; segenap anggota. Dimana persidangan yaitu terdapat tambahan kata "per" di awa...
	Secara terminologi pengertian dari kata persidangan adalah pengambilan keputusan yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan syarat-syarat tertentu.
	Sehingga pengertian persidangan suatu perkara adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara oleh Hakim/Majelis Hakim di dalam maupun di luar gedung Pengadilan termasuk juga dalam Persidangan secara elektronik. Selain itu menurut P...
	“Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.”
	Asas-asas yang tedapat di dalam persidangan perkara yang sebagaimana diatur di dalam Kitab Undnag-Undang Hukum Acara Pidan (KUHAP) ialah:
	1. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan
	Proses pemeriksan pada saat di pengadilan dilakukan secara langsung oleh hakim, makna langsung disini yakni langsung kepada dengan terdakwa dan para saksi. Pemeriksaan oleh hakim juga dilakukan secara lisan, maksud dari lisan disini, hakim langsung be...
	Dari asas langsung disini terdapt pengecualian yaitu kemungkinan putusan hakim yang dijatuhkan di sidang pengadilan tidak dihadiri oleh terdakwa yaitu disebut putusan verstek atau in absentia. Tetapi hal ini merupakan pengecualian dalam acara pemeriks...
	2. Asas Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, serta bebas, jujur dan tidak memihak.
	Sebagaimana termuat di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.” Dalam memberikan keputusan hakim harus bebas dari adanya campur...
	3. Asas Keterbukaan
	Asas Keterbukaan pada proses peradilan bertujuan guna untuk menjamin adanya objektivitas dari pemeriksaan itu sendiri.
	4. Asas Persamaan dimuka hukum (equality before the law)
	Pengertian dari persamaan di muka hukum yaitu adanya persamaan perlakuan dihdapan hukum, tidak mengadakan adanya pembedaan perlakuan. Setiap individu yang berhdapan dengan hukum diperlakukan sama dan memiliki kedudukan yang sama tanpa membeda-bedakan....
	Penjelasan mengenai pelimpahan perkara pidana terdapat dalam aturan Pasal 1 angka 7 KUHAP menyatakan bahwa penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan su...
	Setelah penuntutan dilanjutkan ke Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, tahap ini dimulai dengan pembukaan sidang pengadilan, diamana hakim memanggil terdakwa dan memeriksa identitas terdakwa dengan teliti. Tahapan persidangan perkara pidana diawali...
	a. Sidang pertama, Pembacaan Surat Dakwaan
	b. Sidang pertama, Pembacaan Surat Dakwaan
	c. Sidang kedua, Eksepsi (jika ada)
	d. Sidang ketiga, Tanggapan Penuntut Umum atas Eksepsi (hal ini terjadi apabila dalam bentuk tertulis)
	e. Sidang keempat, Putusan Sela
	f. Sidang kelima, Pembuktian (Pemeriksaan Alat Bukti dari Penuntut Umum)
	g. Sidang keenam, Pembuktian (Pemeriksaan Saksi atau Alat Bukti dari Penasihat Hukum)
	h. Sidang ketujuh, Pembacaan Surat Tuntutan (Requisitoir)
	i. Sidang kedelapan, Pembacaan Pembelaan (Pledoi)
	j. Sidang kesembilan, Pembacaan Tanggapan atas Pembelaan (Replik)
	k. Sidang kesepuluh, Pembacaan Jawaban atas Tanggapan Pembelaan (Duplik)
	l. Sidang kesebelas, Pembacaan Putusan Akhir oleh Majelis Hakim.
	Dari penjelasan diatas hanya menitikberatkan tidak didampinginya terdakwa oleh advokat pada saat tingkat penyidikan, tetapi tidak ada aturan mengenai apakah perkara dapat terus berjalan tanpa kehadiran seorang advokat untuk memberikan bantuan hukum di...
	Mengingat bahwa negara Indonesia menganut sistem negara hukum Eropa Kontinental, yang diketahui dimana Yurisprudensi tidak wajib dilaksanakan atau diikuti. Lalu bagaimana dengan akibat hukumnya, berdasarkan Pasal 56 KUHAP terdakwa yang berhak atas ban...
	Mengalisis dalam proses beracara berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa  wajib mendapatkan penasihat hukum atau advokat sebagaimana haknya sebagai terdakwa bedasarkan ketentuan Pasal 56 KUHAP, maka harusnya perkara dihentikan dan...
	Tetapi apabila dalam pelaksanaannya hakim tetap melanjutkan jalannya sidang perkara padahal hakim tahu terdakwa wajib di dampingi dan tidak segera menunjuk atau mempertegas advokat yang tidak berhadir untuk melanjutkan memberikan pendampingan atau tid...
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	A. Latar Belakang Masalah
	Setiap negara dunia tentu memiliki konstitusi dan undang-undang dasar negaranya sendiri yang mengatur. Kemunculan sebuah negara harus lekat dengan adanya konstitusi dan norma-norma yang mengatur di dalamnya untuk dijalankan oleh seluruh warga negara. ...
	Pada dasarnya dalam negara-negara di dunia ada dua bentuk sistem hukum yakni sistem hukum Common Law System (Anglo Saxon) dan Eropa Kotinental (Civil Law System). Dengan adanya dua bentuk mengenai hal itu, terdapat pembeda serta karakteristik yang etr...
	Apabila hanya membahas mengenai negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental maka, karakteristiknya bagi negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental seperti negara kita Indonesia, ada beberapa hal yang menjadi karakteristiknya seperti t...
	Sudah menjadi rahasia umum saat setiap orang membuka topik pembicaraan mengenai hak asasi manusia, mereka akan menegaskan mengenai perlindungan hak asasi manusia yang mana harus dijunjung tinggi. Negara Indonesia yang merupakan negara hukum wajib memb...
	Dalam negara hukum khususnya Indonesia, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia tanpa membedakan latar belakang, maka dari itu tak terkecuali warga negara mempunyai hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum (equality before the law). Masyar...
	Berdasarkan pertanyaan tersebut jawabannya hanya ada dua kemungkinan yaitu tidak menutup kemungkinan ada segelintir masyarakat yang sudah mengerti akan hukum, tetapi tetap membutuhkan bantuan seorang ahli di bidang hukum. Atau masyarakat yang memang b...
	Hal ini tentu memerlukan bantuan para profesi hukum, seperti halnya  terdapat suatu konflik hukum yang terjadi diantara dua orang bersengketa maka kedua orang tersebut harus diperlakukan sama dihadapan hakim (audi et alteram partem). Kembali lagi pers...
	Mengenai kehadiran peran para profesi hukum, maka profesi hukum adalah salah satu profesi yaang terkenal di Indonesia dari beberapa profesi lainnya seperti profesi arsitek, profesi entertrainer, profesi wiraushawan dan lain-lain. Untuk profesi hukum s...
	Berbicara mengenai profesi hukum salah satunya profesi advokat, terdapat dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merumuskan, bahwa "Advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar ...
	Profesi yang menyuguhkan jasa dalam bidang hukum, sehingga pada saat melaksanakan tugas dan fungsinya profesi advokat dapat berperan sebagai legal advice, pendamping atau sebagai kuasa hukum atas nama  klien yang meminta bantuan hukumnya atau advokat ...
	Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka peran dan fungsi Advokat berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat secara tegas menyatakan bahwa advokat berstatus sebaga...
	Dapat diyakini fungsi advokat untuk membela klien ialah menjunjung tinggi “Asas Praduga Tak Bersalah” yang diyakini sistem negara hukum kita. Pernyataan ini juga diperkuat dalam BAB IV Hak dan Kewajiban Advokat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 tahun 20...
	Karena seorang advokat mengabdikan dirinya kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat serta mempunyai kewajiban untuk menegakan hak-hak asasi manusia khusunya dalam memberikan bantuan hukum. Adanya kewajiban yang terdapat pada advokat dalam membe...
	Selain itu, advokat juga dapat diminta untuk memberikan bantuan hukum kepada klien yang membutuhkan oleh penegak hukum (kepolisian atau penyidik) sebagai salah satu bentuk pelaksanaan pemberian hak klien untuk mendapatkan pendampingan saat berhadapan ...
	Ternyata dalam realitanya terdapat kemungkinan bagi advokat yang bersangkutan tidak menjalankan amanah yang diberikan atas penunjukkan ataupun permintaan dalam pemberian bantuan hukum pada saat proses persidangan di pengadilan maupun di luar pengadila...
	Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya mengatur kewajiban pemberian bantuan hukum yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa:
	“dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang t...
	Dilanjutkan dengan ayat (2) berbunyi “setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.” juga belum ada mengatur mengenai ketidakhadiran advokat pada saat proses persidang...
	Sedangkan mengenai kewajiban advokat memberikan bantuan hukum diatur di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyatakan “advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”...
	Apabila advokat yang bersangkutan tidak menghadiri atau tidak melanjutkan mendampingi lagi pada saat proses persidangan, apakah ada sanksi terhadap advokat serta konsekuensi dengan keberlanjutan perkaranya? Maka dari itu penulis tertarik meneliti hal ...
	B. RUMUSAN MASALAH
	Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah dalam penulisan skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:
	C. TUJUAN DAN KEGUNAAN
	1. Tujuan Penelitian
	a. Untuk mengetahui pengaturan bagi adcokat yang sudah ditunjuk untuk memberikan bantuan hukum tapi tidak menghadiri dalam sidang pengadilan.
	b. Untuk mengetahui sanksi dan konsekuensi ketika dalam persidangan tidak dihadiri advokat yang ditunjuk untuk memberi bantuan hukum.
	2. Kegunaan Penelitian
	a. Sebagai salah satu sumbangan pemikiran akademik tentang bagaimana analisis yuridis terhadap peran advokat untuk memberi bantuan hukum dalam proses persidangan.
	b. Memberi bahan masukan bagi upaya untuk solusi penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan.
	D. METODE PENELITIAN
	1. Jenis Penelitian
	Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum ter...
	Adapun tipe-tipe penelitian yang terdapat di dalam hukum normatif yaitu: (a) asas-asas hukum, (b) sistematika hukum, (c) taraf sinkronisasi hukum, (d) sejarah hukum dan (e) perbandingan hukum.
	E. SISTEMATIKA PENULISAN
	Penulisan skripsi ini akan terdiri dari 4 (empat) bab yang masing- masing bab terdiri atas beberapa sub-sub bab yang berhubungan satu sama yang lainnya sehingga membentuk suatu uraian yang sistematis dalam satu kesatuan sebagai berikut:
	Di dalam Bab I tentang pendahuluan, di dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.
	Di dalam Bab II merupakan bab yang berisikan tinjauan pustaka pengertian dan dasar hukum profesi advokat, pengertian bantuan hukum oleh advokat dan penjelasan mengenai persidangan perkara pidana.
	Di dalam Bab III merupakan bab yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaturan bagi advokat yang sudah mendapat penunjukkan oleh kepolisisan untuk memberikan bantuan hukum tidak hadir dalam sidang pengadilan dan sanksi serta konseku...
	Di dalam Bab IV merupakan bab terakhir dari pembahasan yang berisikan beberapa kesimpulan dan saran terhadap pokok permasalahan.
	BAB II
	TINJAUAN PUSTAKA
	A.  Pengertian dan Dasar Hukum Profesi Advokat
	Istilah advokat telah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu, dijuluki sebagai officium nobile atau profesi yang mulia, sarat dengan idealism sebab mengabadikan dirinya kepada pentingan masyarakat, bukan kepada dirinya sendiri, membela masyarakat untuk m...
	Advokat dalam bahasa Inggris disebut dengan advocate adalah person who does this professionally in court of law, yang berarti seseorang yang berprofesi atau memiliki sebuah keahlian sebagai seorang ahli pada persidangan di pengadilan. Dalam bahasa Be...
	Yang mana di dalam bahasa Inggris semua kata tersebut merujuk pada profesi yang mewakili atau mendampingi pihak-pihak yang mencari keadilan. Dalam kamus hukum sendiri, pengertian advokat d iartikan sebagai pembela, seorang (ahli hukum) yang pekerjaa...
	Istilah kuasa hukum, pengacara bahkan juga sering disebut pembela yang mewakili atau mendampingi pihak-pihak yang mencari keadilan. Dalam bahasa Arab pengacara disebut mahami. Kata ini merupakan derivasi dari kata hima yaitu pembelaan yang dilakukan ...
	Pengertian advokat menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam pasal 1 ayat 1 dikatakan: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketent...
	Advokat harus berfungsi untuk melindungi hak-hak konstitusional setiap warga  negara  dan  juga  wajib  memberikan bantuan hukum bagi orang yang kurang atau tidak mampu dalam beracara di pengadilan baik diluar maupun di dalam. Dengan kata lain, advok...
	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 2 ayat (1) yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesinya Advokat yang dilaksana...
	B. Pengertian Bantuan Hukum Oleh Advokat
	Konsep dan ide bantuan hukum di Indonesia pada hakikatnya tidak terlepas dari arus perkembangan bantuan hukum yang terdapat dalam negara-negara yang telah maju. Memberikan suatu pengertian atau merumuskan suatu definisi terhadap bantuan hukum bukanla...
	Setiap warga negara berhak untuk memperoleh bantuan hukum untuk melindungi hak ekonomi, sosial budaya, sipil dan politik. Hak atas bantuan hukum ini berlaku bagi setiap individu tanpa membedakan latar belakang. Berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-un...
	Permaknaan dari kata bantuan hukum tidak dijelaskan tersendiri dalam KUHAP sebab makna dari bantuan hukum sendiri sudah dianggap jelas menampakkan arti serta hakikat yang tumbuuh di dalamnya. Apabila akan dirumuskan juga arti dari bantuan hukum sendi...
	Menurut Ahmad Santosa, aktivis senior bantuan hukum di Jakarta, beliau mengatakan bahwa bantuan hukum struktural dalam tahap selanjutnya dapat diturunkan kedalam 3 (tiga) aktifitas, yaitu:
	C. Persidangan Perkara Pidana
	Persidangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu dengan kata dasar sidang yang artinya pertemuan untuk membicarakan sesuatu; rapat: -- itu dihadiri oleh semua anggota; segenap anggota. Dimana persidangan yaitu terdapat tambahan kata "per" di awa...
	Secara terminologi pengertian dari kata persidangan adalah pengambilan keputusan yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan syarat-syarat tertentu.
	Sehingga pengertian persidangan suatu perkara adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara oleh Hakim/Majelis Hakim di dalam maupun di luar gedung Pengadilan termasuk juga dalam Persidangan secara elektronik. Selain itu menurut P...
	“Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.”
	Asas-asas yang tedapat di dalam persidangan perkara yang sebagaimana diatur di dalam Kitab Undnag-Undang Hukum Acara Pidan (KUHAP) ialah:
	1. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan
	Proses pemeriksan pada saat di pengadilan dilakukan secara langsung oleh hakim, makna langsung disini yakni langsung kepada dengan terdakwa dan para saksi. Pemeriksaan oleh hakim juga dilakukan secara lisan, maksud dari lisan disini, hakim langsung be...
	Dari asas langsung disini terdapt pengecualian yaitu kemungkinan putusan hakim yang dijatuhkan di sidang pengadilan tidak dihadiri oleh terdakwa yaitu disebut putusan verstek atau in absentia. Tetapi hal ini merupakan pengecualian dalam acara pemeriks...
	2. Asas Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, serta bebas, jujur dan tidak memihak.
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